ANTINOMI DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM

Fence M. Wantu®

Abseract

Antinomy is one subfect from the kmowledge of low. Becawse of that antinomy is alse
neede in development of Furisprudence. Antinonty is the situarion be conlrary to another (is
conflication with other) b 118 can be separated because it 5 needed. In the other hard antinory
is the conflict between two substance but both of its needed ane of other.

(Ine of other substance have a vole in law envorcentent in nowdays is judge. The duty
and the mayvor function of the judge is improving law eavorcement, fn reality up o now law

envorcement is still not satisfied,

To carry on dinty the fudge have found problem it s conflict benween certainty of law and
Justice, for sure certainty and it 5 benefits. Confiice or antinomy will be appeared and judge

wsually facing in law enfarcement,

Katg kanci = antinomi, penegakan fukum, hakin

A. Pendahuoluan

Membangun dan merealisasikan hu-
kum dalam kehidupan masyarakat sudah
pasti akan dihadapkan pada berbagai tan-
tangan, baik yang disebabkan oleh faktor
internal mavpun eksternal masyarakat itu
sendiri. Pada dasarmya hukum akan men-
jadi baik apabila masyarakat menerimanva
dengan sukarcla. Sebaliknya, hukum akan
menjadi buruk apabila masyarakat tidak hisa
menerimanya, karena ndak bisa menjaga
kepentingan masyarakat. Dengan demikian
hukum dan kepentingan masyarakat harus
ada keseimbangan, dalam arti bahwa hukum
diciptakan untuk melindungi kepenlingan
masyarakat.

Saat i ndak mudah untuk memapar-
kan kondisi hukum di Indonesia tanpa
adanya keprihatinan yang mendalam ter-

hadap ratapan masyarakat yang terluka oleh
hukum, dan kemarahan masyarakal pada
mercka yang memanfaatkan hukum untuk
mencapai juan tanpa menggunakan hat
nurani, Dunia hukum di Indonesia tengah
mendapat sorotan yang tajam dan selurgh
lapisan masyarakat, baik dani dalam negeri
maupun luar neweri.

Problema penegakan hukum di Indo-
nesia nampaknya mular menghadapi ken-
dala berkarlan demgan perkembangan ma-
syarakat vang terjadi. Berbagai kasus vang
terjadi menggambarkan sulitmya penegak
hukum mencari cara agar hokum nampak
sgjalan dengan norma masyarakat. Seba-
paimana diungkapkan oleh sebagian ahli,
bahwa hukum mengikuti  perkembang-
an masyarakal dan tidak pernah hukum
mendahului perkembangan masyarakat atau
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dengan kata lain hukum hanya mengikuti
dart belakang.

Dalam fungsinya sebagai perlindung-
an kepentingan manus.ia, hukum mempu-
nyai tujuan. Hukum mempunyal sasaran
yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok
hukum adalah menciptakan tatanan ma-
syarakat yang terlib di dalam masyarakal.
Konsekuensinya kepentingan manusia akan
terlindungi.

i dalam masyarakat terdapat banyak
masalah sosial. Dari sekian banyak ma-
salah sosial tersebut harus diusahakan untuk
menemukan atau menyeleksi masalah hu-
kumnya, untuk kemudian dirumuskan dan
dipecahkan. Proses seleksi dalam rangka
menyclesatkan masalah it tidaklah mudah
seperti dibayangkan.

Problem hal anlara lain,
misalnya menumut asas mdividualistis, se-
tiap manusia bersifat individualistik. Setiap
manusia ingin hidup bebas, ingin harga
diri diakui. Dengan demikian, individual-
istne mempakan sebagian dan cita-cita ma-
nusia.

Sedangkan menumut asas kolektivisme
{persekutuan), setiap manusia ingin hidup
berkelompok (bermasyarakat). Aristoteles
menycbhut manusia dengan zoon politicon
atau makhluk sosial, Asas ini (kolektivisme)
bertentangan dengan asas individualistis
tetapi saling herkaitan, yang dalam teori
hukum disebut antinemi. Antinomi adalah
kondisi yang bertentangan satu szma lam
{merupakan konflik satu sama lain), akan
tetapi bdak dapat dipisahkan karena sama-
sama saling membutuhkan,

lersebul

Demikian juga haloya dengan per
wuyjudan pelaksansan  kepastian  hukum
seringkali berbenturan dengan keadilan.
Apabila berusaha menerapkan kepastian
hukum, maka keadilan terkadang terabai-
kan.

Mengutip pemyataan Gustay Radbruch
bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki
cita atau tujuan. Tujuan hukum yang utama
ada tiga, yaitu :

1. keadilan {gerechtivkeit);
2. kepastian hukum {rechissicherheify;
3. kemanfaatan (zweckmassigkeif),!

Dalam praktik hukom  sehari-hari,
sering kali penegak hukum sudah men-
jalankan mgasnya sesuai denpan aturan
main vang ada. Dengan kata lain semua
prosedur/ aturan hukum vang relevan su-
dah dipertimbangkan dan sudah diterapkan,
bahkan semmua tata cara yundis sudah di-
itkuti. Namun demikian, mengapa techadap
praktik hukum yang demikian, masyarakat
banyak yang merasa tidak puas, dengan
alasan rasa keadilan belum terpenuhi.

Ada sebagian penegak hukum ter-
kadang telah berusaha memberikan rasa
kepuasan dalam arti memberikan keadilan
kepada masyarakat, tapi kenyataanya jus-
tru tidak memberikan rasa kepastian hukum
tethadap peraturan  perundang-undangan.
Keadilan merupakan nilai penting dalam hu-
kum, tetapi berbeda dengan nilai kepastian
hukum yang lebih bersifat umum. Nilai ke-
adilan ini lebih bersifat personal atau indi-
vidual dan kasuistik,

Problem antar kepentingan, seperti per-

tentangan anlara asas individualistis dengan
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asas kolektivisme, atdupun pertentangan
antara rasa keadilan dengan rasa kepastian
hukum, dalam imu hukum biasa disebut
dengan istilah antinomi. Antinomi adalah
suatu hal yang pasti terjadi ketika member-
lakukan suatu kaedah, asas, maupun sislem
hukum.

Contoh lain dalam praktik yang menye-
babkan antinomi adalah lima asas hukum
umurn yang berlaku, yaitu asas kepriba-
dian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas
kewibawaan, dan asas pemisahan antara
baik dan buruk. Empat asas pertama itu ter-
dapat dalam sistem hukum. Tidak ada sistem
hukum yang lidak mengenal ke empat asas
hukumn tersebut. Masing-masing dari cmpat
asas hukum yang disebutkan periama ada
kecenderungan untuk menonjol dan mende-
sak yang lain.?

Menurut Sudikne Mertokusumo, ma-
syarakat atau masa tertentu lebih menghen-
daki yang satu dari yang lain. Kaidah hukum
adalah pedoman tentang upa Yang seyogya-
nya dilakukan dan apa yang sevogyanya ti-
dak dilakukan, ini berarti pemnisahan antara
vang baik dan buruk. Ke empat asas hukum
vang disebut pertama didukung oleh pikiran
bahwa dimungkinkan memisahkan antara
baik dan buruk. Dalam asas kepribadian,
manusia menginginkan adanya kebebasan
individu. Asas kepribadian itu menumjuk
pada pengakuan kepribadian manusia, bah-
wa manusia adalah subjek hukum, penyan-
dang hak dan kewajiban?

Dalam asas persekutuan yang dikehen-
daki adaiah persatuan, kesatuan, cinta kasih,
dan keutuhan masyarakat. Asas kesamaan
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menghendaki adanya keadilan dalam arti se-
tiap orang adalah sama di hadapan hukoem
(equality before the law), vang adil ialah
apabila setiap orang memperoleh hak yang
sama. Perkara vang sama‘sejenis harus dipu-
tus sama/serupa pula (similia similibus). Ke-
adilan merupakan realisasi asas kesamaan
ini, sedangkan asas kewibawaan memperki-
rakan adanya ketidak-samaan.

Dengan demikian ini menunjukan ada-
nya antinomi dalam penerapan lima asas hu-
kum tersebut. Untuk bisa mengatlasi persoal-
an tersebut, maka salah satu penyelesaiannya
adalah dengan menerapkan kaidah-kaidah
yang ada secara benar dan proporsional.

Dari pembahasan di atas menunjuk-
kan bahwa dalam berlakunya sistern hukum
sudah pasti akan dijumpai yang namanya
gntinomi. Antinoemi akan selalu hadir setiap
gaat ketika ada juga sistem hukum. Antino-
mi adalah salah satu objek dari ilmu hukum.
Oleh karenanya, antinomi juga dibutuhkan
dalam perkembangan ilmu pengetabuan hu-
kum,

Berdasarkan latar belakang di atas,
tulisan berikut ini mencoba memaparkan
terjadinya antinomi. Selain im juga akan
membahas kondisi yang dihadapi penagak
hukum {hakim) dalam menerapkan kepas-
nan hukum, keadilan, dan kemanfaatan

B. Kondisi Terjadinya Antinomi
Antinomi adalah kondisi yang berten-
langan satu sama lain {merupakan konflik
satu sama lain) akan tetapi tidak dapat di-
pisahkan karena sama-sama saling membu-
tuhkan. Dengan kata lain antinomi adalah
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konflik amara dua unsur, tetapl kedua-dua-
nva membutuhkan satu sama lain.

D dalam sistem hukum kita sering di-
Jjumpai adanya antinomi. Dalam hukum per-
data sering terjadi antinomi, misalnya untuk
bisa menentukan kewajiban para pihak yang
lerikat pada perjanjian, Hal ini menyebabkan
dua asas hukum dasar berbenturan satu sama
lain, yaitu asas pacta sunt servanda dan asas
itikad baik yang mengakibatkan dalam ke-
adaan tertentu dilarang membebani pihak
lawan (salah satu pihak) dengan kewajiban
yang tertalu berat,

Konflik yang terjadi dalam sistem
hukum diakibatkan adanya interaksi antara
unsur-unsur atau bagian-bagian, Interaksi
inilah yang memungkinkan terjadinya kon-
flik. Konflik itu biasa terjadi antara peraturan
perundang-undangan dengan putusan peng-
adilan, antara perundang-undangan dengan
hukum kebiasaan, antara perundang-undang-
an yang satu dengan perundang-undang-
an yang lain atau antara hukum kebiasaan
dengan putusan pengadilan.

Seperti vang diuraikan sebelumnya
manusia adalah makhluk sosizl vang tidak
dapat hidup lepas dari masvarakal vang
iain, Hidup berkelompok merupakan ke-
butuhan yang harus dipenuhi demi melin-
dungi kepentingan-kepentingan dalam mem-
pertahankan hidup.

Dalam dini manusia terdapat tiga hasrat
atau nafsu, yaitu hasrat yang individualistis
(egoistis avau otomistis), hasrat kolektivis-
tis {transpersonal atau organis), dan hasrat
yang bersifal mengatur atau menjaga kese-
imbangan, Sudah menjadi sifat pembawaan

1 i him, 29

manusia mempunyai hasrat yang bersifal
individualistis. Hal ini tampak pada ada-
nya hasrat untuk berjuang mempertahankan
hidupnya. Perjuangan untuk hidup adalah
pengakuan individualistis, _

Di samping sifat individualistis, manu-
514 juga mempunyal hasrat alau nafsu yang
kolektivistis atau transpersonal. Hasral itu
yang menyezbabkan manusia berhubungan
satu sama lain membentuk kehidupan ber-
sama, menghendaki ketertiban, kedamnaian,
persatuan, cinta kasth, dan sebagainya *

Kedua hasrat tersebul di alas saling
bertentangan dan bertolak belakang, Hidup
gkan selalu merupakan pertentangan antara
dua hasrat tersebut, apabila tidak ada hasrat
yang ketiga pada pada din manusia yang
bersifat mengatur atau mengkompromikan.
lika tidak ada fungsi vang bersifat meng-
atur atau menjaga keseimbangan ini, kedua
hasrat tersebut tidak dapat dikendalikan.
Hasrat yang bersifat mengatur ini memberi
arah kepada kedua hasrat itu.

Fungsi mengatur ini bersifat stabil,
ajeg, dan mendamaikan. Hasrat yang bersi-
fat mengatur ini menciptakan keserasian dan
bersifat sintesis. Fungsi mengatur ini dapat
mempertemukan kedua hasrat terschut, di
mana masing-masing dapat  menemukan
dirinya tanpa ditekan oleh yang lain.

Pada dasamya sistem hukum tidak
menghendaki adanva konflik antara un-
sur-unsur atau bagian-bagian. Jika terjadi
konflik, maka udak akan dibiarkan berlarut-.
larut. Hal ini secara konsisten diatasi oleh
sistem hukum dengan menvediakan asas-
asas hukum.



Dermkian juga halnya terjadi konflik
antara kepastian hukum keadilan, serta ke-
manfaatan. Kepastian hukum didukung oleh
keberlakuan wuridis (furistisehe peltung),
keadilan didukung oleh keberlakuan filoso-
fis (philosophische geltumg), dan keman-
faatan didukung oleh keberlakuan sosiologis
{soziologisische geltung).

Sumbu kepastian hukum adalah sumbu
vang melambanpkan norma hukum positif,
yakni norma-norma yang ditetapkan pengua-
sa dan berdaya laku yuridis. Nilai dasar akan
mencoba menarik sumbu ini ke arahnya,
demikian pula halnya dengan sumbu keman-
faatan yang ditunjukkan oleh sumbu praksis.
Nilai kemanfaaatan berada dalam dimensi
maierial, vakni sesuatu yang dijalami secara
praksis. Sementara nilai keadilan berada
dalam dimensi spirirual. Dimensi ini bersifat
ideal, yang dengan sendirinya bersifat objek-
tf, transenden, positif, dan intrinsik. Menu-
rut Gustav Radbruch, dimensi spiritual im
bermuatan nilai-nilai dasar. Di antara kedua
sumbu tadi terdapat nilai kepastian hukum,
Milai imlah yang menjembatani dua tegang-
an antara nilai dasar dan praksis tersebul.

Dalam  implementasinya terkadang
tidak mudah untuk mensinergikan ketiga
unsur tersebut (kepastian hukum, keadilan,
kemanfaatan), terutama antara unsur keadil-
an dan kepastian hukum yang bisa saja sa-
ling bertentangan. Dalam dokinn ajaran hu-
kum memang telah dikemukakan berbagai
teori maupun argumen yang menckankan
pada keutamaan masing-masing hal rersebut
yvakmi keadilan, kepastian hukum, dan ke-
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manfaatan.

Menurut Apeldoorn, keadilan bukanlah
penyamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-
tiap orang mempercleh bagian yang sama.
Pengertian vang menolak keadilan sebagai
penyamarataan, sebelumnya telah disadar
oleh Aristoteles dengan mengemukakan dua
macam keadilan, yaitu keadilan distributif
dan keadilan komutatif. Keadilan distributif
ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-
tiap orang jatah menumt jasanya. Ia tidak
menuntut supaya tap-liap orang mendapat
bapian yang sama banyaknya, bukan persa-
maan, melainkan keschandingan. Bila Pasal
5 dari Undang-Undang Dasar Belanda me-
ngatakan ; “Tiap-tiap orang Belanda dapal
diangkat untuk Hap-tiap jabatan”, maka ini
bukan berarti bahwa tiap-tiap orang Belanda
mempunyai hak yang sama untuk diangkat
menjadi menteri, melainkan berarti bahwa
jabatan-jabatan harus diberikan pada mereka
yang berdasarkan jasa-jasanya, patut mem-
perolehnya. Keadilan komutatif ialah keadil-
an yang membenkan pada tiap orang sama
banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa
perseorangan. Ia memegang peranan dalam
tukar-menukar, pada permkaran barang-ba-
rang dan jasa-jasa, dalam mana sebanyak
mungkin harus terdapat persamaan antara
apa yung dipertukarkan.®

i sisi lain, ada pendapat vang bertolak
belakang, yang mengatakan bahwa hukum ti-
dak mempunyai arti apa-apa tanpa keadilan,
dengan tokohnya antara lain Geny. Pendapat
ini terutama didukunyg oleh leon etis. Menu-
rut teori ini, isi hukum semata-mata harus

Sidartha, 2006, Moralitay Profesi {fukom Suany Tawaron Keranglo Serfitir, Cotakun Pertama, Refika Aditama,
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ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa
yang adil dan apa yang tidak adil. Teori 1
berat sebelah, karena melebih-lebihkan ka-
dar keadilan hukum tanpa memperhatikan
keadaan sebenamya.

Geny mengajarkan, bahwa (ujuan hu-
kum ialah semata-mata keadilan, akan tetapi
merasa terpaksa juga memasukkan penger-
tian “kepentingan daya guna dan keman-
faatan” sebagai sesuatu unsur dan pengertian
keadilan. Pendapat Geny tersebut, menurut
Van Apeldoomn pada prinsipnya harus dito-
lak. Jika jawaban atas pertanyaan, apa yang
dikatakan adil, rergantung atau tidak tergan-
tung kepada pertanyaan apa yang dikatakan
berfaedah, maka kita meniadakan keadilan.’

Menpinpat keadilan merupakan salah
satu tujuan'sasaran dari hukum dan memu-
pakan suatu nilai penting dalam hukum,
maka penegakan hukum harslah diarahkan,
antara lain tercapai keadilan, baik bagi indi-
vidu maupun keadilan bagi masyarakat atau
biasa dikenal juga dengan keadilan sosial.

Hukum menetapkan peraluran-per-
aturan umum vang menjadi petunjuk untk
orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika
hukum semata-mata menghendaki keadilan,
maka semata-mata mempunyai tujuan mem-
beri tiap-tiap orang apa yang patut dited-
manya, sehingga tak dapat membentuk per-
aturan-peraturan umum, dan yang terakhic
inilah yang harus dilakukan. Tertib hukum
yang tidak mempunyai peraturan umum,
tertulis ataw fidak tertulis, tidaklah mung-
kin. Tidak adanya peraturan urmum, berari
kendaktentuan  yang  sungguh-sungguh,
mengenai apa yang disebut adil atau tidak

fbid... him 12,
4 fhigh., him 13,

adil. Ketidaklentuan itu selaiu akan menye-
babkan perselisihan antara orang-orang, jadi
menyebabkan keadaan yang tidak teratur
dan bukan keadaan yang teratur. Jadi hukum
harus menentukan peraturan umum, hams
menyamaratakan; keadilan menumtut supaya
tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri
(st cuigue tribuere) *

Apakah keadilan itu? Pertanyaan me-
ngenal keadilan itu meliputi dua hal, yang
menyangkut hakekat keadilan dan yang me-
nyangkut 181 atau norma untuk berbuat se-
cara kongkrit dalam keadaan tertentu.

Hakekat keadilan adalah pemnilaian
terhadap suatu perlakuan atau tindakan de-
ngan mengkajinya dengan snatu norma yang
menurut pandangan  subyektif (subyeknf
untuk kepentingan kelompoknya, golongan,
dan sebagainya) melebibi norma-norma lain.
Dalam hal imi ada dua pihak yang terlibat,
yaitu pihak yang memperlakukan dan pihak
yang menerima perlakuan.

Hukum memang seharusnya mengan-
dung nilai keadilan, namun hukum sendiri
tidak identik dempan keadilan, karena ada
pormae-nomna hukum yvang tidak mengan-
dung nilai keadilan. Conwohnya adalah per-
lakupan lalu lintas. Peraturan yang mengha-
ruskan mengendarai kendaraan di sebelah
kiri jalan tidak adil, dan sebaliknya mengen-
darai kendaraan di sebelah kanan jalan tidak-
lah berarmi tidak adil. Hal ini bertujuan apar
lalu lintas berjalan teralur, lancar sehingga
tidak terjadi tabrakan dan dengan demikian
kepentingan manusia terlindung,

Keadilan hadir dan digerakkan oleh
beberapa fakior. Kajian yang pernah ada



menskankan pentingnya keseimbangan dari
sinergi tiga serangkai yaitu hukum, aparat,
dan budaya masyarakat. Namun demikian,
pengalaman menggambarkan bahwa hukurn
yang dirancang secara sangat intelekiual,
melibatkan banyak pihak dan berbiaya mahal,
kemudian penggemblengan aparal pencgak
hukurn denganberbagai konsep ideal, peaing-
katan kesejahtersan dan perlengkapan kerja
profesionalnya, serta gembar-gembomya
sosialisasi kesadaran hukum di masyara-
kat, belum mencukupi untuk membuat pe-
negakan hukum menjadi memuaskan. Arti-
nya sampai saat ini keadilan masih dirasakan
jauh dari kenyataan.

[ samping untwk mencapai keadilan,
hukum juga mempunyai tujuan untuk men-
ciptakan kepastian hukum bapi manusia
pribadi maupun bagi masyarakat luas. Dalam
hal ini hukum harus dapat menyelaraskan
antara unsur keadilan dan clemen kepas-
tan hukum. Di Indonesia sering dikatakan
bahwa penegakan hukum tidak memberikan
kepastian hukum,

Kepastian hukum merupakan cin yang
tidak dapat dipisahkan dan hukum, terutama
untuk norma hukwm tertulis. Hukum tanpa
nilai kepastian hukum akan kﬂhl:]ang:m
makna karena tudak lapl dapat dijadikan pe-
doman perilaku bagt semua orang.

Kepastian hukum adalah suatu nilal
tersendiri dan juga kepastian hukum inilah
yang cleh pembentuk undang-undang di-
usahakan dicapai dalam hukum pelengkap.
Kepastian hukum pada tingkat tertentu dapat
lebih penting daripada hukum i sendiri.
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Menurut Apeldoorn, kepastian hukum
mempunyal dua segr Ferfama, mengenai
soal dapat ditentukannya (bepaalbaarheid)
hukum dalam hal-hal yang kongkrit. Arti-
nya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin
mengetahui apakah yang menjadi hukumnya
dalam hal yang khusus, sebelum memulai
suatu perkara. Kedua, kepastian hukum ber-
arti keamanan hukum, artinya perlindungan
bagi para pihak terhadap kesewenangan ha-
kim?

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian
hukum yang sesungguhnya memang harus
lebih berdimensi yuridis. Untuk itu beliau
mendefinisikan kepastian hukum sebagai
kemungkinan bahwa dalam situasi terientw:
a. lersedia aturap-aturan hukum yang

jelas (jernih), konsisten dan mudah di-

peroleh (accessible), diterbitkan oleh

dan diakui karena (kekuasaan) negara;,

b. instansi-instansi penguasa |(pemerin-
tahan) menerapkan aluran-aturan hu-
kum tersebut secara konsisten dan juga
tunduk dan taat kepadanya;

c, warga secara prinsipil menycsuaikan
perilaku mereka terhadap aturan-aturan
tersebut;

d. hakim-hakim (peradilan) yang mandiri
dan tidak berpihak menerapkan aturan-
aturan hukum tersebut secara konsisten
sewaktu mereka menyelesaikan seng-
keta hukum, dan;

e. keputusan peradilan secara kongkrit di-
laksanakan,

Selama ini terkesan bahwa pengerti-
an kepastian hukum sama dengan hukum

* . Asscr dan Panl Schollen, 1993, Permwnrun Dalam Mempelajori Hukum Perdata Befonda Bag iar Umum,

Gadjzh Mada University Press. Yogyakarta,
" Oeand Sadino, op. eof.. him 85,
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dalam arti kongkrit (hukum in concreto).
Dengan kata lain, kepastian hukum hanya
nampak pada saat hukum ditegakkan atau
diterapkan, sedangkan ketentuan-ketentuan
hukwm hanyalah petrunjuk menuju kepastian
hukum.

Kepastian hukum udak hanya menca-
kup hukum in concreto (pada saat penegak-
an dan penerapan). Kepastian hukum diten-
tukan juga oleh tatanan hukum in abstracta.
Begitu pula proses peradilan, apalagl proses
pengadilan bukanlah satu-samunya tempat
final menentukan kepastian hukum.

Menurut Bagir Manan, sedikitnya ada
lima kemponen vang mempengaruhi kepas-
tian hukum. Pertama, peraturan perundang-
undangan, kedia pelayanan birokrasi, ketiga
proses peradilan, keempar kegaduhan poli-
tik, dan kelima kegaduhan sosial. Dengan
demikian persoalan kepastian hukum bu-
kan semata-mata persoalan hukumnya saja,
tetapl juga persoalan kekuasasn, persoalan
sosial.!!

Pembentuk undang-undang  kadang-
kadang sebanyak mumpkin memenuhi tun-
tutan terscbut dengan merumuskan per-
aturan-peraiuran sedemikian rupa, sehingga
hakim diberi kelonggaram yang besar dalam
melakukan peraturan-peraturan tersebut atas
hal-hal yvang khusus. Demikian terutama jika
pembentuk undang-undang memerintahkan
hakim supaya pada keputusannya memper-
hatikan keadilan. Namun demikian ada ba-
hayanya, bahwa kepastian hukum tak akan
terpenuhi scturuhnya, lebih-lebih berhubung
dengan kenyataan, bahwa dalam peradil-

an, terlihat cita-cita unluk selalu memper-
luas, “azas itikad baik”, juga melakukannya
dalam hal undang-undang tidak menunjuk
kepadanya.

Jadi dalam hukum terdapat bentrokan
yang tak dapat dihindarkan, pertikaian yang
selalu betulang antara tuntutan-runtutan
keadilan dan tuntutan-tuntutan kepastian
hukum. De Groot atau biasa juga dikenal
dengan Grotius menguraikan  bentrokan
dalam hukum itu secara tepat sebagai ber-
ikut : undang-undang antar penduduk dibuat
secara umum (yaitu memberi peraturan-per-
aturan yang umum), walaupun alasannya Li-
dak selalu tepat, karena beraneka warnanya
urusan-umsan manusia sangat tidak tentu,
padahal undang-undang harus menelapkan
sesuaiu yang tentu. Tidak sempurnanya hu-
kum dalam praktek menyebabkan hakim
hanya menafsirkan hukum vang ada dalam
peraturan  perundang-undangan, dengan
demikian menghilangkan atan mengurangi
keadilan."

Dalam kehidupan bersama selalu ada
ketegangan antara peraturan hukumnya
(kepastian hukum) dengan kejadian nyata.
Jika kejadian nyata it sepenubnya sesuai
dengan peraturan, maka tidak akan ada art-
nya untuk memaksakannya,

Keadilan dan kepastian hukum kerap
terjadi ketepangan. Hal ini karena terlalu
condong pada keadilan tetapi di sisi lain
kepastian hukum terabaikan, dan begiiu pula
sebaliknya. Sebenarmnya, terutama dalam
tatanan normatif, hukum berkembang menu-
ju ke arah terciptanya suatu tata hukum yang

Y Bagir Manan, 2005, Sistem Peradilan Berwibowa Suaru Pencarian. Cetakan Periama FH UIT Press, Yogyakarta,

him. 72.
* Oewnd Sading, G, Cirhlm 14,



lehih baik,

Konflik atau anunomi antara kepastian
hukum dan keadilan m sebenamya dapat
diatasi dengan antara lan, yakni b.:iga.ima—
na proses pembuatan produk peraturan.
Maksudoya di sini tidak lain adalah suatu
aturan hukum akan benar dan adil apabila
dibuat dengan cara-cara yang benar dan
materi muatannya sesuai dengan kesadaran
hukum dan memben sebesar-besarnya iman-
faat bagi kepentingan orang perorangan dan
masyarakat pada umumnya,

Suatu aturan hukum akan tidak benar
dan tidak adil apabiia haoya dibuat untuk
kepentingan kekuasaan belaka dan mengan-
dung kesewenang-wenangan. Suabl atran
hukurmn bisa juga tidak benar dan tidak adil,
apabila mempunyai jarak begita jauh de-
ngan kesadaran dan kenyataan sosial vang
berlaku atau hukum akan ketinggalan. Lebih
parah lagi sustu aturan hukum pemunculan-
ny4 lemyata bertentangan dengan peraturan
vang telah ada.

Keberadaan hukum dan kepastian hu-
kum serta keadilan bukanlah jaminan bagi
tegaknya supremasi hukuin dalam arti hu-
kum wang mencerminkan kebutuhan dan
memberi kepuasan atau kemanfaatan bagi
masyatakat pada umumnya. Dengan kata
lzin keadilan dan kepastian hukum dapat
terpenuhi, tapi kalau kemanfuatan tidak ada,
maka itupun sia-sia belaka,

Kemanfaatan juga merupakan tujuan
hukum vang penting untuk dibicarakan,
Buahkan penganut aliran utilitisme bersi-
keras, bahwa tujuan hukum satu-samunya
adalah untuk mencapai kemanfaatan. Hu-
kum yvang baik adalah hukum yang memba-
wa kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan
di sini dapat juga diartikan dengan kebaha-
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giaan (happiness). Jadi baik buruknya suatu
hukum, bergantung pada apakah hukum ity
memberikan kebahagiaan atau tdak bagi
manusia.

Jeremy Bentham mengatakan bahwa
hukum sudah dapat dikategorikan baik apa-
bila mampu memberikan kebahapiaan ke-
pada bagian terbesar dari masyarakal (the
greates! happiness of the greatest number).

Nilai kemanfaatan dalam norma hukum
sangat berguna, khususnya dalam norma ho-
kum yang bersifat mengamr. Masyarakat
akan mentaati hukum, tanpa perlu dipaksa
dengan sanksi, apabila memang masyarakat
merasakan mantaat dan kepatuhan tersebul,
Nilai kemanfaatan bersinggungan langsung
dengan kepentingan setiap subjek hukum.
Norma hukum menckankan perlindungan
tethadap kepentingan dan subjek hukum
yang kedudukannya paling lemah.

C. Penegakan Hukum Oleh Hakim

Saat ini penepakan hukum belum
memuaskan, bahkan ada yang menyatakan,
penegakan hukum makin jauh dari rasa
keadilan. Hal ini didasari berbagai putus-
an penegakan hukum yang ternyala tidak
mampu memberi kepuasan atau memenuhi
rasa keadilan para pencari keadilan atau ma-
syarakat pada umumnya.

Idealnya dabam penegakan hukum teru-
tama pulusan-putusan hakim di pengadilan
harus mengandung ketiga hal yakm keadilan
(gerechtighei), kepastian hukum (rechissi-
cherheil), dan kemanfaatan (zweckmassiz-
keir), Mamun demikian, di dalam praktikoya
Jarang terdapat putusan yang mengandung
tiga hal itu secara proporsional. Apabila tidak
dapal diusahkan kehadirannya secara propor-
sional, maka paling tidak ketiga faktor itu
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seyopyanya ada dalam putusan.

Kepastian hukum sering bertenlang-
an dengan keadilan. Hukumnya demikian
bunyinya, maka harus dijalankan beraru
{kepastian hukum}, tetapi kalau dijalankan
dalam keadaan tertentu akan dirasakan ti-
dak adil seperti kata pepatah kuno fex dura
sed tamen scripta (hukum itu kejam, tetapi
demikian bunyinya). Menunt  Sudikno
Mertockusumo, kalau dalam pilihan putus-
an sampai lerfjadi konflik antara keadilan
dan kepastian hubum serta kemanfaatan,
maka keadilanlah yang harus didabulukan.

Apamla di cermati dalam  praktik
biasanya kepala putusan hakim sendin ber-
bunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketu-
hanan Yang Maha Esa" Oleh karenanya
pertimbangan keadilan sesunpguhnya lebih
dikedepankan dalam memutus suatu perkara.
Dalam hal ini memang sepenuhnya diserah-
kan kepada majelis hakim yang menangani
perkara.

Seorang hakim bukan bhanya tekms
undang-undang, tetapi juga makhluk sosial.
OMeh karena itu pekerjaan hakim sungguh
mulia karena tidak hanya memeras olak
dalam mengambil suatu putusan, lebih dar
itu hakim juga menpgunakan nuraninya
dalam membuat kepumsan. Hakim yang
memiliki nuram yang kuat sudah pasti juga
memiliki keberanian dan moralilas yang
tinggi pula.

I’ada saal mi, banyak orang tidak me-
nyadari betapa tidak sederhannya penegakan
hukum. Penegakan hukum nidak hanya me-
narik garis lurus antara dua titik. Dalam
penegakan hukum tidak hanya berdasar-

kan prinsip peraturan dan logika (rales and
logic) semata.”” Kepentingan dan kebaha-
giaan masyarakat juga merupaksn salah sa
bagian yang harus diperhatikan.

Hakim diwajibkan dan dilarang meno-
lak memeriksa dan memutus dengan alasan
hukum tidak jelas atau tidak ada, haruslah
dilihat sebagai suatu keadaan istimewa. 1la-
kim wajib memulus menon atau berdasar-
kan hukum. Dalam keadaan kckosongan
hukum atau hukum tidak jelas, hakim wajib
menemukan hukum sebagai dasar memurs-
kan perkara. (Meh karena itu penemuan hu-
kum oleh bakim adalah sebuah harga yang
tidak bisa ditawar lagi.

Usaha memperbaiki penegakan hukum
tanpa diikuli atau sccara bersamaan mem-
perbaiki fungsi membual dan menjalankan
hukum, maka diyakini akan didapati hasil
akhir yang kursng memuaskan, Penegakan
hukum tidak banya dilakukan dalam proses
peradilan semata, tetapi pada selurub fungsi
dan lecmmbaga pe-negakan hukum, sepert
perpajakan, bea cukal, lembaga pemasyara-
katan, dan lain sebagainya.

Tugas hakim tidak semata-mata hanya
sesuaty rutinitas mengadili perkara di peng-
adilan saja, tetapi seorang hakim yang bak
harus dapat melibal, memahami, dan men-
dalami perkembangan masyarakal. Uniuk
itn dibutuhkan kemampuan kreativitas dan
hakirn ity sendiri.

Adapun secara kongkret ugas hakim
dalam mengadili sesuatu perkara melalui tiga
tindaken sccam bertahap. Pertama, meng-
konstatasi {mengkonsiair), yaitu mengakui
atau membenatkan telah terjadi penstiwa

M Satipte Rabardje, 2000, Membedah fwkem Progresif, Pencrhit Buku Kompas, Jakanta, hlm. 60



vang sudah diajukan ke pengadilan. Kedua,
mengkwalifikasi  (mengkualifisir),  vaitu
menemukan hukumnya terhadap perisiiwa
vang telah dikonstatir dengan jalan mene-
rapkan peraturan hukum terhadap peristiwa
tersebut. Kefiga, menghonstitusi (mengkon-
stituir), vaitu menetapkan hukumnya dan
memben keadilan kepada yang berperkara.

Hakim dalam membuat keputusan
harus mengambil suatu kesimpulan dari
adanya premis mayor, yaitu peraturan hu-
lum dan prepus minor, yaitu peristiwa-
nya. Conlohnya, A terbukti membunuh,
maka A harus dihukum,

Ketegasan harus dimiliki oleh hakim
dalam mengambil suatu keputusan. Sikap
tegas ini sangat diperlukan, karena tidak
jarang hakim dihadapkan pada keadaan
vang meragukan antara terbukt dan tidak.
Demikian juga konflik antara kepastian hu-
kum dan keadilan, antara kepastian hukum
dan kemafaatan, isi peraturan mana yang
dipentingkan. Dengan demikian diperlukan
suatu keberanian vang kuat.

Putusan hakim di samping mempunyai
kekuatan mengikar juga harus mempunyai
wibawa, Adanya kewibawaan pada putusan
bukan disebabkan oleh pribadi hakim yang
menjatuhkan putusan, melainkan karena
pertimbangan-perlimbangan yang menjadi
dasar putusannva. Pertimbangan tersebut
sebagai pertangpung jawaban dari pumsan
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vang obyekiif atau tidak memihak.
Mengakhiri pembahasan lisan ioi,
yang patul diperhaiikan oleh hakim dalam
rangka merealisasikan penegakan hukum
vakni peningkatan kemampuan baik penge-
tahuan hukum its sendiri maupun pening-
katan akhlak moral. Peningkatan kernam-
puan pengetahuan diperlukan dalam rangka
menjawab perkembangan dunia hukum saat
ini. Salah satu tolok vkur hakim vang baik
adalah mempunyai pengetahuan yang cukup
luas terhadap perkembangan-perkembangan
hukum. Sedangkan peningkatan moral ha-
kim tidak lain tujuannya vakni dalam rangka
melaksanakan fungsi dan tugasnya hakim
tidak terlibal dalam praktik-praktik kotor
yang sering disebut juga “malia peradilan™

D. Penutup

Tugas hakim adalah melaksanakan hu-
kum, yang berarti juga menegakkan hukum.
Dalam melaksanakan mpasnya tersebut
salah satu problem yang dihadapi oleh ha-
kim adalah konflik antara kepastian hukuwmn
dan keadilan, kepastian hukum dan keman-
faatan.

Konflik atau antinomi tersebut akan
selalu muncul dan selalu dihadapi oleh
hakim dalam rangka pencgakan hukum.
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan
sikap tepas dari hakim berupa keberanian
dalam mengambil suatu keputusan.
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